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BAB IV 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan 

1.1.1 Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Program 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak 

Covid-19 di Desa Jebak dilihat dari indikator yang pertama yaitu 

Komunikasi sudah melakukan sosialisasi dengan baik namun hanya 

berjalan pada lingkup internal (pemerintah Desa Jebak dan staf 

Pelaksana) sedangkan pada lingkup eksternal (pemerintah Desa Jebak 

dan masyarakat) tidak berjalan atau tidak ada sosialisasi. Kedua 

indikator Sumber Daya mengenai jumlah penerima BLT-DD sebanyak 

161 KPM, namun terkendala pada infrastruktur jalan Dusun Senami 

yang masih buruk. Ketiga indikator Disposisi dilihat dari proses 

penyaluran sudah berjalan namun masih ditemukannya diskriminasi 

layanan oleh beberapa RT. Selanjutnya, keempat indikator Struktur 

Birokrasi sudah cukup baik dilakukan hanya saja masih terdapat 

keterlambatan penyaluran yang disebabkan kendala dari pihak 

Kabupaten terkait pentrasferan dana BLT-DD.  

1.1.2 Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari empat indikator 

implementasi menurut Edward III yakni, komunikasi, sumber daya, 

disposisi, dan struktur birokrasi. Kesimpulan yang ditemukan oleh 

peneliti bahwa yang menjadi hambatan terbesar dalam implementasi 

program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah komunikasi dan 

juga sumber daya.  
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1.2 Saran 

1.2.1   Perlunya sosialisasi secara langsung oleh para Aparatur Desa dalam 

memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat yang kurang 

mengerti mengenai alur pendataan, dan sasaran penerima BLT-DD 

agar adanya pemahaman karena sasaran dari program ini adalah 

masyarakat itu sendiri, melakukan koordinasi antara pemerintah desa 

Jebak dan Kabupaten terkait infrastruktur jalan Dusun Senami agar 

segala kegiatan dapat tersalurkan dan berjalan dengan baik, 

membentuk tim pengawas desa untuk ikut terlibat dalam pencalonan 

nama – nama penerima BLT-DD agar adanya kerjasama antara RT dan 

Pemerintah Desa. 

1.2.2    Adanya evaluasi dan kegiatan musyawarah oleh Pemerintah Desa 

secara terus menerus dalam pengambilan keputusan kebijakan 

pemerintah khususnya BLT-DD. 

 

 

 

 

 

 

 

 


